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1TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN USAHA SYARIAH
PADA KOPERASI SERBA USAHA BINA MANDIRI DI BOYOLALI
ABSTRAK
Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui pelaksanaan usaha
syariah pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Mandiri di Boyolali.
Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data
yang bersumber dari interview dan wawancara langsung dengan pihak
KSU Bina Mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
usaha syariah pada KSU Bina Mandiri terhadap Permenkop dan UKM No.
16 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah oleh Koperasi belum berjalan efektif dan efisien.
Fungsi Permenkop dan UKM No. 16 tahun 2015 secara normatif telah
dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip yang ada dalam Permenkop dan UKM
No. 16 tahun 2015 sebagai landasan dalam pelaksanaannya karena tidak
ada peraturan lain yang lebih melemahkan dan memperkuat. Keberadaan
UJKS pada KSU Bina Mandiri, harus berbadan hukum dan berdiri sendiri
menjadi KSPPS dan mengoptimalkan pelaksanaan prinsip syariah sesuai
dengan Fatwa DSN MUI dan peraturan/perundangan yang berlaku.
Kata kunci : Lembaga Keuangan Syariah, Permenkop dan UKM No. 16
tahun 2015, Bina Mandiri, Koperasi, Fatwa.
Abstract
This study aims to determine the implementation of sharia business
in Business Cooperative (KSU) BinaMandiri in Boyolali. This field
research uses a qualitative approach with data sourced from interviews
and direct interviews with KSU BinaMandiri. The results of this study
indicate that the implementation of sharia business in KSU BinaMandiri to
Permenkop and UKM No. 16 of 2015 on the Implementation of Business
Savings and Loans and Shari'a Financing by Cooperatives has not run
effectively and efficiently. Permenkop and UKM functions No. 16 year
2015 normatively has been implemented in accordance with the principles
that exist in Permenkop and UKM. 16 of 2015 as the foundation in its
implementation because there are no other regulations that are more
debilitating and strengthening. The existence of UJKS in KSU
BinaMandiri, must be incorporated and stand alone into KSPPS and
optimize the implementation of sharia principles in accordance with the
Fatwa DSN MUI and and applicable law / regulation.
Keywords: Sharia Financial Institution, Cooperatives, Fatwa
21. PENDAHULUAN
Lembaga Keuangan Syari’ah tumbuh dan berkembang pesat di
Indonesia. Lembaga Keuangan Syari’ah mempunyai kedudukan yang sangat
penting sebagai lembaga ekonomi Islam yang berbasis dan prinsip syari’ah
ditengah proses pembangunan nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan
Syariah merupakan implementasi pemahaman umat Islam terhadap prinsip-
prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya
direpresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi Islam sejenis lembaga
keuangan syari’ah yang berbentuk bank dan non bank.
Dari sekian banyak lembaga keuangan syari’ah, koperasi syariah
merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab
dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Dari segi jumlah, koperasi syariah
pun merupakan lembaga keuangan syariah yang paling banyak apabila
dibandingkan dengan lembaga keuangan syari’ah lainnya. Kehadiran koperasi
syariah di Indonesia, selain ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, juga memiliki misi penting
dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya. Hal ini
sesuai dengan visi koperasi syariah bahwa pembangunan ekonomi hendaknya
dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha.
Lembaga ekonomi islam yang berbasis keumatan, koperasi syariah
berupaya memainkan peranannya sesuai dengan ketentuan hukum yang
ditetapkan pemerintah bagi penyelenggaraan lembaga keuangan berdasarkan
prinsip syari’ah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Perkoperasian dan
Kepmen Koperasi dan UKM RI No. 91 tahun 2004 yang sudah tidak sesuai
dan lebih disempurnakan dengan Permen Koperasi dan UKM No. 16 tahun
2015 tentang Pelaksananan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah Oleh Koperasi serta Fatwa DSN MUI telah memberikan peluang
positif bagi koperasi syariah untuk beropersi secara proporsional.
Dengan banyaknya berdiri koperasi syariah, bukan berarti semua
koperasi syariah maju dengan baik. Akan tetapi ada juga koperasi syariah
yang mengalami kesulitan-kesulitan di lapangan. Namun jumlahnya sangat
3kecil dibandingkan dengan koperasi syariah yang maju dengan baik. Aset
yang bermasalah merupakan kredit macet yang disebabkan oleh nasabah
koperasi syariah yang tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu.1
Koperasi syariah sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum
dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha
atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi secara umum. Koperasi Simpan
Pinjam syariah secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan
(penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para
anggotanya atau koperasi lain dan/atau anggotanya (Pasal 44 UU No. 25
Th.1992).
Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri (selanjutnya disebut KSU Bina
Mandiri) adalah wadah dari kegiatan ekonomi dan sosial serta kumpulan bagi
anggota koperasi yang merupakan proses pembelajaran serta semangat
keswadayaan dan prinsip oleh dan untuk kepentingan anggota secara
bersama-sama. KSU Bina Mandiri merupakan kumpulan orang-orang yang
metnpunyai semangat dan tujuan yang sama untuk mengatasi berbagai
persoalan yang dihadapi khususnya dalam bidang ekonomi, sosial dan
menuju tingkat kesejahteraan yang baik.
KSU Bina Mandiri didirikan pada tanggal 11 Juli 2002 dengan
pemilihan dan pengesahan Anggaran Dasar, selanjutnya diperoleh Badan
Hukum Koperasi No. 375 / BH / 503 / 2002 tanggal 05 Nopember 2002
dengan alamat kantor Jl. Embarkasi Haji Ngemplak Boyolali dengan
spesifikasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pada tahun 2006 KSU Bina
Mandiri membuka layanan Syariah dengan Unit Jasa Keuangan Syariah
(UJKS) yang sekarang menjadi Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Koperasi (USPPS Koperasi)2 dengan jasa layanan prinsip syariah. Hal itu
1 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, IIT Indonesia, Jakarta, 2003 hlm.
35
2 Pemerintah menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16 tahun 2015 ini merubah status KJKS
kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dan menjadikan Kepmenkop
dan UKM No. 91 tahun 2004 dan Permenkop dan UKM No. 35.2 tahun 2007 sudah tidak
berlaku lagi (terhapus), karena sudah di sempurknakan dengan peraturan di atas. Meskipun
4dilakukan guna mewadahi daripada kebijakan Dual Banking System (Sistem
Perbankan Ganda) Yaitu suatu sistem ketika bank konvensional dan bank
syariah beroperasi berdampingan, hanya saja Koperasi bukanlah bank
meskipun terdapat beberapa kemiripan terhadap teknis pelaksanaan
pengelolaan dana.
Selama ini pembahasan terhadap koperasi, termasuk koperasi syariah
lebih banyak dari aspek ekonomi. Oleh karenanya penulis melalui tesis ini
akan melakukan tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kegiatan usaha
Syariah Pada KSU Bina Mandiri. Karena mengingat sekarang ini banyak
bertumbuh kembang penawaran produk investasi berupa simpanan berjangka
pada koperasi syariah dengan janji tingkat pengembalian yang cukup tinggi.
Penawaran produk investasi itu dilakukan secara terbuka kepada masyarakat
luas, baik melalui iklan surat kabar, brosur-brosur maupun menggunakan
media internet.
Dengan menempatkan sejumlah uangnya pada koperasi syariah
sebagaimana digambarkan dalam penawaran, para calon nasabah diberikan
harapan nantinya akan mendapatkan pengembalian yang tinggi, tanpa harus
bekerja keras keuntunganpun bisa didapat. Tawaran semacam ini sangatlah
menggiurkan, karena orang akan lebih cenderung bersikap pragmatis untuk
mendapatkan sebuah keuntungan. Dorongan kuat akan memperoleh
keuntungan tinggi mampu membuat orang tanpa perlu lagi
mempertimbangkan secara masak terhadap rasionalitas usaha maupun
kemungkinan risikonya. Sehingga banyak warga masyarakat yang kemudian
tertarik dan menginvestasikan uangnya.
Fenomena di atas tentunya harus dicermati secara kritis, karena tidak
sedikit yang kemudian bergulir menjadi kasus hukum, janji-janji semula
seperti yang ditawarkan koperasi kemudian tidak sesuai dengan kenyataan.
Oleh karena hal tersebut di atas, maka tesis ini mengangkat sebuah judul,
terdapatt perubahan, namun dalam peraturan tersebut tetap mengatur ketentuan tentang Standar
Operasional Manajemen (SOM) yang megatur mengenai SOM kelembagaan, usaha, keuangan
dan pengamanan aset dan piutang bagi koperasi syariah
5yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Syariah Pada
KSU Bina Mandiri Di Boyolali. Judul Tesis ini diangkat untuk memperdalam
pengetahuan terhadap hukum dan prakteknya ditengah-tengah masyarakat
terutama mengenai lembaga keuangan Syariah yang ikut ambil bagian dalam
memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan di Indonesia.
Adapun alasan lain adalah untuk memotivasi agar lebih kritis melihat
masalah-masalah sosial maupun ekonomi yang terjadi pada masyarakat
ditinjau dari aspek yuridis. Sekaligus mempraktekan pengetahuan pada
masalah hukum yang terjadi pada masyarakat sehingga tidak apatis.
1.1 Rumusan masalah dan tujuan penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
rumusan masalah, yaitu bagaimana Pelaksanaan Usaha Syariah pada KSU
Bina Mandiri sesuai dengan Permenkop dan UKM No. 16 tahun 2015. Tujuan
atas penelitian yang dilakukan adalah menemukan pemecahan atas
permasalahan yang telah diuraikan diatas, adalah untuk Mendiskripsikan
Pelaksanaan Usaha Syariah pada KSU Bina Mandiri sesuai dengan
Permenkop dan UKM No. 16 Tahun 2015.
1.2 Adapun manfaat yang dapat dipetik dari penulisan ini adalah :
a. Secara teoretis
Menambah pengetahuan dan wawasan lembaga koperasi syariah
dalam hal upaya menyelesaikan permasalahan bagi mereka yang bergerak
di bisnis atas perjanjian pembiayaan pada koperasi yang timbul dari
perselisihan mengenai kontrak maupun pelaksanaan kegiatatan syariah.
b. Secara praktis
Menambah pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pelaku
usaha mengenai penyelesaian sengketa bisnis atas perjanjian pembiayaan
pada koperasi. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman
dan pengalaman masyarakat mengenai prinsip syariah dalam pelaksanaan
usaha syariah yang berlaku di Republik Indonesia
62. METODE PENELITIAN
Penelitian sebagai salah satu sarana dalam pengembangan ilmu yang
digunakan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan
konsisten maka proses selama penelitian perlu dianalisa dan kemudian
dikontruksikan dengan masalah yang ada sehingga kesimpulan yang
diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara objektif. Yang
dimaksud dengan metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara
memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara
hati - hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah
pengetahuan masyarakat (manusia), maka metode penelitian dapat diartikan
sebagai proses prinsip - prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah
yang dihadapi dalam melakukan penelitian.3
2.1 Lokasi Penelitian
Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah Koperasi
Serba Usaha (KSU) Bina Mandiri di Kabupaten Boyolali, yang beralamat Jl.
Raya Sawahan, Ngemplak, Boyolali. Dipilihnya lokasi tersebut karena KSU
Bina Mandiri memiliki pelayanan dengan prinsip konvensional dan syariah
dalam satu payung hukum.
2.2 Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan pendekatan yang bersifat yuridis empiris, hal ini dikarenakan dalam
penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai norma - norma tertulis yang
dibuat dan diundangkan oleh pejabat negara atau lembaga yang berwenang.
Hukum dipandang sebagai suatu lembaga otonom, terlepas dari lembaga
lainnya di masyarakat.4 Oleh karena itu, kebenaran dalam suatu penelitian
telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.
3 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 6
4 Roni Hanintjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 13
72.3 Spesifikasi penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah melakukan analisis hanya sampai
pada taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara
sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.
Sehingga dapat meberikan gambaran dan menjelaskan secara rinci,
sistematis dan menyeluruh mengenai kenyataan-kenyataan yang ada yang
berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara subjek
hukum yang terlibat dalam pelaksanaan usaha simpan pinjam dan
pembiyaan syariah oleh koperasi.
2.4 Metode Pengumpulan Data
1) Jenis Data
Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang
berkaitan dengan kualitas. Penelitian kualitatif yang menekankan pada
makna, lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis
kualitatifnya.
2) Sumber Data
a) Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari
penelitian lapangan, selanjutnya data primer dalam penelitian tesis
tersebut diperoleh dengan wawancara (interview), yaitu cara
memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak–pihak
yang diwawancarai, terutama orang–orang yang berwenang,
mengetahui, dan terkait dengan pelaksanaan di lapangan, yang
berhubungan dengan kegiatan usaha syariah oleh koperasi. Untuk
menentukan informan yang akan diwawancarai digunakan teknik
purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling
adalah teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan
pertimbangan bahwa orang tersebut dianggap paling tahu tentang
permasalahan usaha simpan pinjam dan pembiyaan syariah oleh
koperasi. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel
sebagai informan yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama
menjadi banyak. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data
8yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap, dengan
demikian jumlah sampel sumber data akan semakin banyak.5
b) Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka maupun dokumen-
dokumen berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder atau diperoleh pada waktu awal maupun pada saat penelitian
lapangan yang untuk selanjutnya dilakukan analisa secara mendalam
terhadap data tersebut.
2.5 Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan setelah data terkumpul untuk mencari
gambaran atau pengertian yang bersifat umum tentang apa yang mencakup
permasalahan dalam penelitian ini, yakni mencakup data-data tentang
pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiyaan syariah pada
KSU Bina Mandiri. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun
studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara
deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk
uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh
kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara
induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat
umum.
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Prosedur analisis domain ini akan mengarahkan pada penemuan
jenis-jenis domain yang lain. Satu prosedur yang lebih efisien untuk
mengidentifikasi suatu domain adalah menggunakan hubungan semantik
sebagai titik tolak. Dari bangunan penelitian yang sedang berkembang
tampak bahwa jumlah hubungan semantik dalam kebudayaan mana pun
sangat kecil, mungkin lebih kecil dari dua lusin. Selanjutnya, beberapa
hubungan semantik tertentu tampak bersifat universal. Kenyataan yang
sangat jelas ini membuat hubungan semantik menjadi suatu alat yang sangat
bermanfaat dalam analisis etnografi. Analisis domain dimulai dari
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 300
6 Soekanto, Soerjono, op. cit. hlm. 52
9penggunaan hubungan-hubungan semantik, bukan dari istilah-istilah
pencakup untuk menemukan domain.7
Suatu taksonomi yang diteliti merupakan serangkaian kategori yang
diorganisir atas dasar satu hubungan semantik tunggal. Taksonomi memiliki
perbedaan dengan domain hanya dalam satu hal, yakni bahwa taksonomi
menunjukkan hubungan di antara semua istilah bahasa asli dalam suatu
domain. Suatu taksonomi mengungkapkan berbagai subset dari berbagai
istilah bahsa asli dan cara-cara subset itu dihubungan dengan domain itu
sebagai suatu keseluruhan. 8
Analisis komponen merupakan suatu pencarian sistematik berbagai
atribut (komponen makna) yang berhubungan dengan simbol-simbol
budaya. Apabila seorang etnografer menemukan berbagai kontras di antara
anggota suatu kategori, maka hal yang terbaik adalah jika kontras ini
dianggap sebagai atribut komponen makna dari suatu istilah.9
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembentukan UJKS pada KSU Bina Mandiri, memiliki kedudukan
yang berbeda, menurut Permenkop dan UKM No. 16 tahun 2015 Pasal 4
tentang Pembentukan UJKS/USPPS Koperasi meliputi:
1. Pembentukan USPPS Koperasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta
manfaat bagi anggotanya;
2. USPPS tidak boleh dibentuk oleh KSP;
3. Koperasi yang sudah membentuk USPPS dilarang membentuk USP;
4. Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib
mengajukan permohonan ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan
syariah;
7 Spradley, James P., Metode Etnografi, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 151
8 Ibid, hal. 189
9 Ibid, Op. Cit, hal 245
10
5. USPPS Koperasi yang memiliki modal tetap lebih kecil dari  Rp
15.000.000,- (lima  belas  juta  rupiah)  didaftar pada buku registrasi
koperasi dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sudah mengajukan
permohonan ijin usaha;
6. USPPS  Koperasi  wajib  dikelola  secara terpisah dengan unit usaha
lainnya;
7. USPPS Koperasi yang telah mencapai aset sebesar sekurang-kurangnya
Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dapat memisahkan menjadi
KSPPS.
Dari uraian di atas, maka Keberadaan UJKS pada KSU Bina Mandiri
haruslah berdiri sendiri dengan badan ukum sendiri (tidak menginduk KSU
Bina Mandiri), karena sudah saatnya untuk beroperasi dengan konsep syariah
dan berbadan hukum yang memiliki ijin simpan pinjam dan ijin syariah
sesuai dengan  Permenkop dan UKM No. 16 tahun 2015.
Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang
prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah
islam yaitu Al Quran dan Assunnah. Pengertian umum dari koperasi syariah
adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-
prinsip syariah.Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan
pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan
mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama
Indonesia (MUI).10
Fatwa DSN memberikan pengaruh bagi tatanan sosial kemasyarakatan
bagi bangsa Indonesia. Menurut Niam11, dalam hal ini terdapat 2 (dua) makna
penting diantaranya adalah pertama, Fatwa-fatwa DSN memiliki makna
penting dalam masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Kenyataan
10Menurut Permen Kop dan UKM No. 16 tahun 2015 pasal 1 (6) Prinsip syariah adalah prinsip
hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
11A. M. Niam, 2008. Sadd al-Dzari’ah dan Aplikasinya, Fatwa MajelisUlama Indonesia. Disertasi
UIN Jakarta, h. 62, atau juga dapat di lihat pada INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial
KeagamaanVol. 10,  No.2, Desember 2016, hlm 517-538.
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selama ini menunjukkan meskipun fatwa DSN tidak mengikat secara hukum,
tetapi dalam prakteknya sering dijadikan rujukan berprilaku oleh masyarakat
dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara.Kedua, fatwa-fatwa DSN mempunyai efek dan pengaruh ke
masyarakat demikian kuat, meniscayakan DSN untuk responsif atas dinamika
dankecenderungan di masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan dapat
sejalan dengan kemaslahatan umat.12
Menurut Waluyo,13 upaya terhadap kepatuhan syariah telah dilakukan
DSN sebagai pihak yang memberikan jaminan, namun berbagai keterbatasan
terutama SDM di lembaga keuangan syariah menyebabkan penegakan
kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Di samping itu banyaknya
masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara
murni. Ditinjau dari sudut kacamata hukum nasional, fatwa memang bersifat
relatif, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang tata hukum islam perspektif
MUI, maka menjadi mutlak dan mengikat. Adanya kepentingan terhadap
lahirnya fatwa DSN untuk melegitimasi lahirnya produk bank syariah
menjadi eksisnya fatwa DSN dilihat dari kacamata konfigurasi politik
hukum.Dalam hal ini, fatwa yang lahir dari kelembagaan DSN, merupakan
syarat mutlak dapat dikeluarkannya produk lembaga keuangan syariah.Solusi
yang ditempuh agar fatwa menjadi mengikat adalah melalui positifisasi fatwa
sehingga BI/OJK dapat memberikan sanksi bagi bank syariah atau unit usaha
syariah yang tidak melaksanakan ketentuan.
Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi yang berprinsip syariah tidak
diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat
unsur-unsur riba, maysir dan gharar.Disamping itu, koperasi syariah juga
12Agus Waluyo, Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca
Transformasi Ke dalam Hukum Positif, INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial KeagamaanVol. 10,
No.2, Desember 2016, hlm 519
13Ibid…hlm.534
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tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivative14 sebagaimana
lembaga keuangan syariah lainnya juga.
Pengelolaan dana dan Bagi Hasil sebagaimana yang telah dipaparkan
diatas terdapat unsur gharar yang menujukkan bahwa keputusan spihak
terhadap konsep bagi hasil yang telah di tetapkan dengan perhitungan dasar
dari dana yang disimpan dan atau besaran dana yang akan disimpan oleh
pemilik dana dan jangka waktu penyimpanan terhadap koperasi (UJKS KSU
Bina Mandiri), padahal UJKS belum menggunakan dana yang akan disimpan,
namun UJKS KSU Bina Mandiri telah dapat menentukan besaran “bagi hasil”
yang akan diberikan, oleh karena itu, perlu adanya tinjau ulang terhadap
pengelolaan.
Berkenaan dengan pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan
sebagaimana wanwancara dilakukan dengan Ibu Siti Rohmah Suwarni, SE
selaku Dewan Pengawas pada UJKS KSU Bina Mandiri, pelaksanaan
transaksi dengan para anggota koperasi pengguna produk UJKS menerima
dengan suka rela karena mereka merasa diuntungkan dan tidak mau
menerima resiko yang akan dihadapi apabila koperasimengalami penurunan
pendapatan, dan juga tidak berbelit-belit terhadap proses akad yang akan
dilakukan dengan kedua belah pihak (antara anggota dan koperasi) dan
pelaksanaan teknis tersebut adalah keinginan masyarakat selaku anggota.15
Disisi lain dalam hukum adat perjanjian bersifat riil, yaitu perjanjian
itu baru akan terjadi apabila terdapat penyerahan kongkrit terhadap objek dari
perjanjian tersebut, jadi perjanjian itu terjadi bukan hanya dengan adanya kata
sepakat saja. Contohnya pada perjanjian jual beli, perjanjian jual beli baru
dinyatakan berlangsung apabila terdapat penyerahan yang nyata pada objek
jual beli,misalnya terdapat penyerahan harga yang disebut panjar untuk
14Derivatif adalah kontrak antara dua atau lebih pihak yang nilainya didasarkan pada aset keuangan,
indeks, atau keamanan mendasar yang disepakati. Lebih jelasnya lihat
http://www.investopedia.com/ask/answers/12/derivative.asp, download pada 10 Oktober 2017
jam 10.00 WIB
15Hasil wawancara dengan Ibu Sri Suwarni, SE pada tanggal 25Mei 2017 pada jam kerja (09.00 –
11.30 WIB) di kantor pusat KSU Bina Mandiri Boyolali
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menyatakan bahwa perjanjian jual beli tersebut telah disepakati, jadi
perjanjian terjadi tidak hanya berdasarkan kata sepakat saja tetapi dengan
penyerahan objek perjanjian secara nyata.16
Dewan Pengawas syariah memiliki peran penting dalam
keberlangsungan berjalannya produk dan pelayanan yang diberikan kepada
anggota koperasi, dan DPS sebagai pemegang otoritas pengawas terhadap
kepatuhan syariah (syariah compliance), memiliki tanggungjawab yang diatur
melalui ketentuang hukum yang tegas. Kedudukan DPS sangat menentukan
terciptanya kepatuhan syariah yang merupakan unsure utama dalam
keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industry keuangan syariah.17
3.1 Upaya KSU Bina Mandiri dalam melaksanakan usaha UJKS yang sesuai
dengan Permenkop dan UKM No. 16 tahun 2015
Dari paparan yang telah penulis sampaikan di atas, maka upaya yang
dapat dilaksanakan guna mewadahi dari perbedaan prinsip (syariah dan
konvensional) dan tentunya pelaksanaan kegiatan dan landasan hukum yang
berbeda, maka dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menengahi
permasalahan tersebut.
Pembentuan usaha syariah pada koperasi, maka menurut Permen kop
dan UKM No.16 tahun 2015 tidak boleh dibentuk oleh KSP (KSU Bina
Mandiri), sehingga UJKS harus berdiri sendiri dengan bentuk KSPPS.Dengan
dibentuknya UJKS menjadi KSPPS dan berdiri dengan badan hukum sendiri,
sehingga KSU Bina Mandiri dapat bergerak sesuai dengan konsep KSU
konvensional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Sedangkan
KSPPS dapat membuat AD/ART sendiri dan pelaksanaan kegiatan syariah
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan aturan ekonomi syariah.
Pendirian KSPPS dalam Permen Kop dan UKM No. 16 tahun 2015
Pasal 3 (1) Pendirian KSPPS dilaksanakan sesuai dengan peraturan
16Wardah Yuspin, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah, Jurnal Ilmu Hukum
Volume 10 No. 1, Maret 2007, hlm 55-67.https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/743
17Luqman Nurhisam, Kepatuhan Syariah (shariah Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah, Jurnal
Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol.23 januari 2016 : 77-96
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perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat
bagi anggotanya. (2) Pengesahan akta pendiria KSPPS diberikan dengan
menerbitkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen pengesahan badan hokum dan
dokumen ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.(3) KSPPS
sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum KSPPS.
Setelah melalui wawancara dan pengumpulan dokumen tentang UJKS
KSU Bina Mandiri bahwa upaya yang telah dilakukan dalam proses
penyesuaian dengan Permenkop dan UKM No.16 tahun 2015 adalah sebagai
berikut :18
1. Menyusun AD/ART untuk pendirian KSPPS yang baru oleh pengurusan
dan sebagian anggota KSU Bina Mandiri.
2. Dalam penyusunan AD/ART dan pendirian KSPPS tersebut diharapkan
pelaksanaan konsep syariah lebih optimal.
3. Mempersiapkan persyaratan dalam perijinan yang di ajukan untuk
KSPPS yaitu ijin usaha simpan pinjam dan ijin syariah.
4. Menyusun Struktur organisasi yang sesuai koperasi syariah dan
mengangkat/dapat mengisi struktur dengan yang lebih berpengetahuan
tentang ekonomi syariah, karena menajdi motor bagi berlangsungnya
KSPPS.
5. Memberikan peluang dalam penigkatan karier bagi tingkat lanjut
pendidikan (pengurus yang melanjutkan pendidikan), dan juga bagi
pengurus yang mengikuti pelatihan dan atau workshop yang berkenaan
dengan ekonomi syariah.
6. Secara intern dan rutin mengadakan pelatihan/workshop untuk
peningkatan ilmu pengetahuan dalam diri pengurus koperasi.
7. Mengadakan evaluasi bersama (anggota, pengurus, Pembina dan
pengawas) terhadap pelaksanaan operasional UJKS pada KSU Bina
Mandiri.
18 Hasil wawancara dengan bapak Zaed, SH., SE.,Sy pada tanggal 26 April 2017 pada jam kerja
(08.00 – 15.00 WIB) di kantor cabang Mangu KSU Bina Mandiri
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Melihat upaya yang telah dilakukan oleh pengurus KSU Bina Mandiri,
maka upaya tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku,
terutama pada KSPPS yang telah disesuaikan dengan Permenkop dan UKM
No.16 Tahun 2015.
Menurut analisis penulis, hal tersebut haruslah segera membentuk
kantor yang menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana
Permenkop dan UKM No. 16 Tahun 2015 yang pada saat ini merupakan
dasar hukum yang berlaku, karena tidak adanya hukum yang melemahkan
atau yang lebih menguatkan terhadap peraturan berkenaan landasan hukum,
SOP dan SOM tentang KSPPS.
4. PENUTUP
Pelaksanaan Usaha Syariahpada KSU Bina Mandiri sesuai dengan
Permenkop dan UKM No. 16 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
a. Pendirian UJKS KSU Bina Mandiri adalah Unit usaha dari bagian KSU
Bina Mandiri yang bergerak dengan pelayanan syariah, di dasarkan pada
kebijakan dual banking pada tahun 1998 dan Kepmen No. 91 tahun 2004
tentang KJKS serta UU No.17 tahun 2012 yang telah di batalkan oleh
MK pada tahun 2014.
b. Meskipun UU No. 17 tahun 2012 telah dibatalkan MK pada tahun 2014,
keberadaan UJKS KSU Bina Mandiri tetap berjalan seperti halnya
koperasi yang lain, karena tidak ada peraturan yang melarang KSP dapat
membuka unit usaha syariah.
c. Setelah terbit Permenkop dan UKM No. 16 tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjamdan Pembiayaan Syariah
oleh Koperasi terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanan UJKS KSU
Bina Mandiri, sehingga perlu penyesuaian termasuk harus terpisah dari
KSP/KSU Bina Mandiri dan mengganti nama menjadi KSPPS
d. Pergantian nama menjadi KSPPS dan harus berbadan hokum sendiri
sebagaimana Permenkop dan UKM No.16 tahun 2015 maka KSPPS Bina
16
Mandiri akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan usaha simpan
pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi
e. Keberadaan UJKS/USPPS pada KSU Bina Mandiri memiliki konsep dan
prisnsip yang berbeda dan harus berdiri sendiri dan merubah nama
menjadi KSPPS, karena sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang
ada.
f. Dengan berdirinya KSPPS maka pelaksanaan kegiatan usaha simpan
pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi dapat menyesuaikan
dengan peraturan yang berlaku terutama pada Permenkop dan UKM No.
16 Tahun 2015 dan peraturan yang berlaku, khusunya pada koperasi
syariah
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